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ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TEHADAP
PERKARA PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM PERDATA
DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT. JKT PST)

NABILA AZZAHRA SEJATI

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam
hukum sejalan dengan adanya kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan  bahwa perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang diganti oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah
tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan N omor 12/M-
Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Usaha Waralaba yang diganti dengan Peraturan Menteri perdagangan
Nomor 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adanya
peraturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang
menjalankan waralaba. Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual
adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara
bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk
merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Hak pemanfaatan
dan penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak dapat
dipisahkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan
hakim dalam memeriksa  perkara perjanjian waralaba tersebut dan mengetahui
akibat hukum yang diberikan hakim terhadap perkara perjanjian waralaba tersebut.
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan  atau
lebih dikenal dengan metode  penelitian normatif.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan
hakim terhadap perkara waralaba tersebut mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang Waralaba yang menyatakan bahwa perjanjian tidak
dapat dibatalkan secara sepihak kecuali salah satu pihak melakukan suatu perbuatan
wanprestasi dan Tergugat dalam perjanjian waralaba tersebut dinyatakan tidak
terbukti melakukan suatu perbuatan wanprestasi. Dikarenakan Tergugat tidak
terbukti, maka Penggugat dinyatakan dihukum dengan membayar biaya yang
timbul dari perkara ini sebesar Rp. 4.316.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Belas
Ribu Rupiah) serta biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp.
150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kata Kunci :Perjanjian Waralaba, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian

sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian bisa juga di definisikan sebagai suatu perbuatan/tindakan hukum yang

terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak

bebas dari para pihak dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para

pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas

beban pihak lain atau timbal balik.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam

hukum sejalan dengan adanya kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan  bahwa perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang
diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri
Perdagangan N omor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang diganti dengan
Peraturan Menteri perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang
Penyelenggaraan Waralaba. Adanya peraturan tersebut memberikan
kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba.1

1 Andrian Sutendi, 2008, Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22.
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Pasal 1 ayat (1) Putusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-

Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Usaha Waralaba, waralaba adalah perikatan antara pemberi dan

penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan

usaha dengan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pemberi

waralaba dengan imbalan berdasarkan persyaratan yang di tetapkan pemberi.2

Dari definisi Keputusan Menteri di atas, maka didaptkan unsur-unsur

waralaba, yaitu:

1. Adanya perikatan.

2. Adanya hak dan pemanfaatan dan/atau penggunaan.

3. Adanya objek, yaitu Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan baru

atau ciri khas usaha.

4. Adanya imbalan atau jasa.

5. Adanya persyaratan dan penjualan barang.

Pengertian waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki

oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas

usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil

dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian

waralaba.

2Sri Redjeki Slamet, “Waralaba (franchise) di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 8, hlm. 130.
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Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka
memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah alternatif
melainkan salah satu cara konvensional dalam mengembangkan usaha.
Bahkan waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut
pendanaan, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen. Waralaba juga
dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan
produk kepada konsumennya melalui tangan-tangan penerima waralaba.3

Definisi waralaba memiliki keasamaan dengan definisi lisensi yang

tercantum dalam kamus Black’s Law Dictionary yaitu lisensi atau izin dari pemilik

suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa

di bawah merek atau nama dagangannya.4 Waralaba sama halnya dengan lisesnsi

yang mengandalkan kepada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan

menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tata cara, proses serta suatu code

of conduct dan sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha franchisor.

Code of conduct adalah kode atau aturan atau tata tertib di dalam

perusahaan. Pengertian code of conduct adalah pedoman internal perusahaan yang

berisikan sistem nilai, etika bisnis, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-

peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas

lainnya.5 Tujuan code of conduct adalah sebagai landasan etis dalam pengambilan

keputusan dan bertindak yang mungkin dapat membedakannya dari yang lain.

Waralaba ini dikatakan sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha
terhadap aturan yang diberikan kepada pengusaha franchisor, maka mitra
usaha atau penetima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan Hak Atas
Kekayaan Intelektual dari pengusaha franchisor, baik dalam penggunaan
merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa
teknologi maupun rahasia dagang dan sebaliknya, pengusaha franchisor

3 Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 141.
4 Sri Redjeki Slamet, op.cit, hlm. 129.
5https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-code-of-conduct.html?m=1.

Diakses pada tanggal 23 Mei 2013 pada pukul 14.31 WIB.
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memperoleh royalti atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual
mereka.6

Waralaba sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan Hak

atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba

kepada penerima waralaba merupakan suatu hubungan hukum yang diatur dalam

sebuah perjanjian waralaba, yaitu suatu perjanjian yang mendokumentasikan

hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba dan

penerima waralaba.7

Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu
pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara
bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek
(termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang.
Hak pemanfaatan dan penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual
tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang
diberikan hanyalah hak untuk menjual atau mendistribusikan produk barang
atau jasa dengan menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai
dengan kewenangan dan atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu
baik dalam bentuk pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut yang
memberikan tambahan nilai pada produk barang yang dijual tersebut, maka
hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu bentuk pendistribusian
barang.8

Hak Kekayaan Intelektual merupakan unsur yang sangat signifikan dalam

waralaba, tanpa ada Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam waralaba maka

dapat dikatakan suatu usaha bukanlah waralaba, oleh karena itu perlindungan

hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting dalam mendukung usaha

waralaba.9

6 Gunawan Widjaja, 2005, Seri Hukum Bisnis: Waralaba, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hlm. 5.

7 Hadi Setia Tunggal, 2006, Dasar-Dasar Pewaralabaan, Harvarindo,Jakarta, hlm. 34.
8Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja

Gravindo, Jakarta, hlm. 15.
9Ibid.
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Usaha waralaba semakin banyak diminati oleh banyak perusahaan karena

usaha waralaba memberikan keuntungan yang memuaskan, karena pemilik asli dari

perusahaan tidak perlu membuka cabang dan merekrut karyawan. Cukup dengan

membuat perjanjian pada perusahaan lain untuk dipercayakan membuka usaha

waralaba lainnya.10

Salah satu contoh permasalahan tentang waralaba yaitu kasus yang terjadi

pada Henny sebagai Penggugat dan Brando Kartawidjaja., S.Kom sebagai Tergugat

dalam Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst. Penggugat menerima tawaran

waralaba dari Tergugat yang mengaku memiliki bisnis makanan dengan

menggunakan merek HOGHOCK sejak tahun 2015. Tawaran tersebut dilakukan

dengan perjanjian waralaba yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

pada tanggal 17 Agustus 2017, yang mana draf perjanjian tersebut dibuat oleh

Tergugat, dalam hal ini yang menjadi penerima waralaba adalah Penggugat dan

pemberi waralaba adalah Tergugat. Namun, Henny selaku Penggugat melakukan

pembatalan perjanjian a quo. Perjanjian a quo dibuat berdasarkan sebab yang

terlarang sehingga menurut Pasal 1335 juncto 1337 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata perjanjian waralaba a quo batal demi hukum atau setidak-tidaknya

memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa

“suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau

yang terlarang, tidaklah memiliki kekuatan”. Selanjutnya, Pasal 1337 Kitab

10Malika Adeka Tutari, 2014, Jurnal: “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian
Waralaba”, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 1.
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Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa “suatu sebab adalah

terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Kerja sama usaha yang saling menguntungkan pada sistem waralaba

adalah suatu kebutuhan karena baik pemberi dan juga penerima waralaba memiliki

kepentingan yang sama untuk membagi usahanya dalam suatu kerangka sistem

yang terpadu dan terkait satu sama lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut perlu suatu penelitian lebih

lanjut mengenai perjanjian  waralaba  yang akan dituangkan dengan judul skripsi

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP

PERKARA PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM PERDATA DI

INDONESIA (Studi Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara

perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkara perjanjian waralaba pada

Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst?

C. Ruang Lingkup & Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada “Dasar Pertimbangan Hakim dan

Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjajian Waralaba Menurut Hukum Perdata di
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Indonesia (Studi Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst), tidak menutup

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan

permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim

terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor.

321/PDT/2021/PT. Jkt Pst.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkara

perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst.

D. Kerangka Konsepsual

Kerangka konsepsual merupakan kerangka yang menghubungkan atau

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang

berkaitan dengan istilah itu. Berdasarakan definsi tersebut, maka batasan pengertian

dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang

memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan

perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam

perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan

kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat
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tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan

lalu lintas.11

2. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada

seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk

melakukan sesuatu hal.12

3. Waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2007 tentang Waralaba,bahwa waralaba merupakan hak khusus yang

dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem

bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang

dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan

dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

4. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.13

5. Akibat Hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan,

untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.14

11 Vollmar, 2005, Pengantar Studi Hukum, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 11.
12 I Ketut Oka Setiawan, 2015, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.
13 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, hlm. 140.
14 R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.



9

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan

pengambilan bahan dari buku-buku dan tidak terlepas dari media cetak dan media

elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan

elektronik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis

normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelititan yang mengacu pada

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.15

2. Bahan Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsep-

konsep dan teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari

penelitian pendahuluan. Sumber data kepustakaan ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas

yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan

Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan memiliki hubungan dengan

bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan

memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli

hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

15 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.
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c. Bahan Hukum Tersier, bahan penunjang yang mencakup bahan yang

memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus bahasa untuk

pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga seabagai alat bantu

pengalihan bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-lain.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu

data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian

dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

terhadap data sekunder yang diperoleh. Bahan hukum yang dianalisis secara

kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan

menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua

bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif

sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga

memberikan jawaban terhadap masalah yang dimaksud.
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F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini dibagi atas 4 (empat) BAB dan masing-masing

bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian sesuai kepentingan penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang penulisan

skripsi rumusan masalah, tinjauan dan manfaat penulisan, tinjauan

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUTAKA

Pada bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara

lebih mendalam pada bab ini akan membahas mengenai Hukum

Perdata, Perjanjian, Waralaba, Pertimbangan Hakim, Akibat

Hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yaitu, dasar

pertimbangan hakim terhadap perkara perjanjian waralaba pada

Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst dan akibat hukum

terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor.

321/PDT/2021/PT.Jkt Pst.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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